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73/165.  Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan

Majelis Umum,

Menyambut penetapan oleh Dewan Hak Asasi Manusia, dalam resolusinya 39/12 tanggal September 2018,
 yaitu Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan,

1. Menetapkan Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Daerah Pedesaan, seperti yang dinyatakan dalam lampiran resolusi ini;
2. Mengundang pemerintah, badan dan organisasi dalam sistem Persatuan Bangsa-Bangsa serta organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah untuk melakukan diseminasi Deklarasi tersebut serta untuk mempromosikan penghormatan universal dan pemahaman terhadapnya
3. Meminta Sekretaris Jenderal untuk memasukkan teks Deklarasi tersebut ke dalam edisi selanjutnya dari Human Rights: A Compilation of International Instruments (Hak Asasi Manusia: Kompilasi Instrumen Internasional.

Sidang Pleno ke-55

17 Desember 2018

18-22260 (E) 240119

Lampiran

Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan

Majelis Umum,

Menyatakan kembali prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengakui martabat dan nilai yang melekat dan hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia sebagai pondasi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mencatat prinsip-prinsip yang dinyatakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras,
 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,
 Konvensi tentang Hak Anak,
 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya,
 konvensi-konvensi yang relevan dalam Organisasi Perburuhan Internasional dan instrumen internasional lainnya yang relevan yang telah ditetapkan di tingkat universal atau regional,

Menegaskan kembali Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan,
 dan bahwa hak untuk pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dengan dasar bahwa setiap manusia dan semua bangsa layak berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dapat sepenuhnya diwujudkan, 
Menegaskan kembali juga Deklarasi Persersikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat,

Menegaskan kembali juga bahwa semua hak asasi manusia adalah universal, tidak terpisahkan, saling terkait, saling tergantung dan saling menguatkan dan harus diperlakukan secara adil dan setara, dalam dasar pijakan dan penekanan yang sama, dan menyatakan kembali bahwa promosi dan perlindungan atas satu kategori hak seharusnya tidak berarti bahwa negara-negara terhindar dari promosi dan perlindungan hak-hak lainnya,

Mengakui hubungan khusus dan interaksi antara petani dengan orang yang bekerja di pedesaan serta tanah, air serta alam tempat mereka terikat dan bergantung untuk mata pencaharian mereka,

Mengakui juga kontribusi di masa lalu, saat ini dan masa depan dari para petani serta orang yang bekerja di pedesaan di semua wilayah di dunia dalam pembangunan dan dalam pelestarian dan perbaikan keanekaragaman hayati, yang merupakan dasar produksi pangan serta pertanian di seluruh dunia, dan kontribusi mereka dalam memastikan hak atas pangan yang layak dan keamanan pangan, yang mendasar dalam pencapaian tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk 2030 Agenda for Sustainable Development (Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan),

Prihatin bahwa petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan secara tidak proporsional menderita kemiskinan, kelaparan dan gizi buruk, 
Prihatin juga bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan menanggung beban yang disebabkan oleh degradasi lingkungan dan perubahan iklim,

Lebih jauh lagi prihatin terhadap situasi dimana para petani yang menua di seluruh dunia dan kaum muda yang semakin bermigrasi ke daerah-daerah perkotaan dan meninggalkan pertanian karena kurangnya insentif serta pekerjaan pedesaan yang berat tanpa penghargaan, dan mengakui perlunya meningkatkan diversifikasi ekonomi atas pedesaan serta penciptaan peluang non-pertanian, khusus untuk pemuda pedesaan,

Khawatir dengan meningkatnya jumlah petani dan orang yang bekerja di daerah pedesaan diusir atau terlempar secara paksa setiap tahun,

Khawatir juga oleh tingginya insiden bunuh diri petani di beberapa negara,

Menekankan bahwa perempuan petani dan perempuan pedesaan lainnya memainkan peran penting dalam kelangsungan ekonomi keluarga mereka dan dalam berkontribusi pada ekonomi pedesaan dan nasional, termasuk melalui pekerjaan mereka di sektor-sektor ekonomi yang tidak dimonetisasi, tetapi yang seringkali dihalangi dalam hal posisi tenurial dan hak kepemilikan tanah, akses setara atas tanah, sumber daya produktif, layanan keuangan, informasi, pekerjaan atau perlindungan sosialnya, dan yang sering menjadi korban kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai bentuk dan manifestasi,

Menekankan juga pentingnya promosi dan perlindungan hak-hak anak di pedesaan, termasuk melalui pengentasan kemiskinan, kelaparan dan gizi buruk, promosi pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, perlindungan dari paparan bahan kimia dan limbah, dan penghapusan pekerja anak, seturut kewajiban hak asasi manusia terkait,

Menekankan juga bahwa beberapa faktor dalam kehidupan petani dan orang yang bekerja di daerah, termasuk nelayan kecil dan pekerja perikanan, penggembala, pemulia hutan dan komunitas lokal lainnya yang membuat sulit didengarnya, sulit dibelanya hak asasi dan hak tenurial, dan sulitnya memastikan pengolahan berkelanjutan sumber daya alam dimana mereka tergantung atasnya. 
Mengakui bahwa akses atas tanah, air, benih, dan sumber daya alam lainnya merupakan tantangan yang semakin meningkat bagi masyarakat pedesaan, dan menekankan pentingnya perbaikan akses atas sumber daya produktif dan investasi dalam pembangunan pedesaan yang selayaknya,

Yakin bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan harus didukung dalam upaya mereka untuk mempromosikan dan menjalankan praktik produksi pertanian berkelanjutan yang mendukung dan selaras dengan alam, yang juga disebut sebagai Mother Earth (Ibu Pertiwi) di sejumlah negara dan wilayah, termasuk dengan menghormati kemampuan biologis dan alami dari ekosistem untuk beradaptasi dan beregenerasi melalui proses dan alami, 
Menimbang kondisi berbahaya dan eksploitatif yang ada di banyak bagian dunia di mana banyak petani dan orang yang bekerja di pedesaan harus bekerja, sering kali dihalangi kesempatan mereka dalam menjalankan hak-hak dasar mereka dalam kerja dan buruknya upah dan perlindungan sosial,

Prihatin bahwa individu, kelompok, dan lembaga-lembaga yang mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia terhadap mereka yang bekerja di lahan dan sumber daya alam menghadapi risiko tinggi menjadi sasaran berbagai bentuk intimidasi dan pelanggaran integritas fisik mereka,

Mencatat bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke pengadilan, petugas kepolisian, jaksa/penuntut dan pengacara hingga mereka tidak dapat memperjuangkan pemulihan segera atau perlindungan dari kekerasan, kesewenang-wenangn dan eksploitasi,

Prihatin atas spekulasi produk makanan, meningkatnya konsentrasi dan tidak imbangnya distribusi dalam sistem pangan serta hubungan kekuasaan yang berimbang dalam rantai nilai, yang memperlemah perlindungan yang perlu hak asasi manusia,

Menegaskan kembali bahwa hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dimana setiap manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental terwujud sepenuhnya, 

Menyatakan kembali hak orang untuk menjalankan haknya, sesuai dengan ketentuan yang relevan dari kedua Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, kedaulatan penuh dan purna atas semua kekayaan dan sumber daya alam mereka,

Mengakui bahwa konsep kedaulatan pangan telah digunakan di banyak Negara dan wilayah untuk menunjuk hak untuk membentuk sistem pangan dan pertanian mereka dan hak atas pangan yang sehat dan layak secara budaya yang dihasilkan melalui metode penghormatan hak asasi manusia yang kuat secara ekologis dan berkelanjutan, 

Menyadari bahwa individu, yang memiliki keharusan terhadap individu lain dan terhadap komunitas tempat dia berada, bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menghormati hak-hak yang diakui dalam Deklarasi ini dan dalam hukum nasional,

Menegaskan kembali pentingnya penghormatan atas keanekaragaman budaya dan promosi toleransi, dialog dan kerja sama,

Menyatakan kembali badan yang luas dari konvensi dan rekomendasi dari Organisasi Perburuhan Internasional tentang perlindungan tenaga kerja dan pekerjaan yang layak,

Menyatakan kembali juga Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati,
 dan Protokol Nagoya tentang Akses ke Sumber Daya Genetik dan Pembagian Manfaat yang Adil dan berkeadilan yang timbul dari Pemanfaatannya pada Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati,

Menyatakan kembali lebih jauh proses ekstensif Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komite Ketahanan Pangan Dunia tentang hak atas pangan, hak tenurial, akses atas sumber daya alam dan hak-hak petani lainnya, khususnya Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan atas Pangan dan Pertanian,
 dan Panduan Sukarela Tata Kelola Tenurial secara Bertanggungjawab atas Tanah, Perikanan, dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional,
 Panduan Sukarela untuk Memastikan Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pemberantasan Kemiskinan, dan Panduan Sukarela untuk Mendukung Pewujudan Progresif Hak atas Pangan yang Layak dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional,

Menyatakan kembali untuk ditekankannya hasil dari Konferensi Dunia tentang Reformasi Agraria dan Pembangunan Pedesaan, dan Piagam Petani yang ditetapkan di sana, di mana kebutuhan untuk perumusan strategi nasional yang layak untuk reforma agraria dan pembangunan pedesaan, dan integrasinya ke dalam strategi pembangunan nasional secara keseluruhan, 
Menegaskan kembali bahwa Deklarasi ini serta perjanjian internasional yang relevan harus saling mendukung dengan maksud untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia,

Bertekad untuk mengambil langkah-langkah maju yang baru dalam hal komitmen masyarakat internasional untuk mencapai kemajuan penting dalam hal pemajuan hak asasi manusia melalui kerja sama dan solidaritas internasional yang berkelanjutan yang semakin meningkat dan terus bertahan,

Yakin tentang perlunya perlindungan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia dari petani dan orang yang bekerja di pedesaan, dan terhadap interpretasi dan penerapan yang koheren atas norma dan standar hak asasi manusia internasional yang ada menyangkut perihal ini,

Mendeklarasikan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Untuk tujuan Deklarasi ini, petani adalah siapapun yang terlibat atau yang berusaha untuk terlibat, sendirian, atau secara bersama dengan orang lain atau sebagai sebuah komunitas, dalam produksi pertanian skala kecil untuk subsisten dan/atau untuk pasar, dan yang bergantung secara signifikan, meskipun tidak selalu secara eksklusif, pada kerja keluarga atau rumah tangga dan cara lain dalam menjalankan kerja secara tidak dimonetisasi, dan yang memiliki ketergantungan dan keterikatan pada tanah tersebut,  

2. Deklarasi ini berlaku untuk siapa saja yang terlibat dalam pertanian rakyat atau skala kecil, pertanian tanaman pangan, peternakan, penggembalaan, perikanan, kehutanan, perburuan atau pengumpulan, dan kerajinan tangan yang terkait dengan pertanian atau pekerjaan terkait pada pedesaan. Deklarasi ini juga berlaku untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan petani.

3. Deklarasi ini juga berlaku untuk masyarakat adat dan komunitas lokal yang bekerja pada tanah, proses musiman, nomaden dan semi-nomaden, dan orang-orang tak bertanah yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas.
4. Deklarasi ini lebih lanjut berlaku untuk pekerja upahan, termasuk semua pekerja migran tanpa memandang status migrasi mereka, dan pekerja musiman, di perkebunan, kawasan pertanian, hutan dan ladang akuakultur dan di perusahaan industri pertanian.
Pasal 2

1. Negara harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Mereka harus segera mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya yang layak untuk secara progresif mencapai pewujudan penuh hak-hak yang ditetapkan dalam Deklarasi ini yang pada saat sekarang tidak dapat dijamin dengan segera.

2. Perhatian khusus harus diberikan pada penerapan Deklarasi ini pada hak dan kebutuhan khusus petani dan orang yang bekerja di pedesaan, termasuk kelompok usia tua, perempuan, kaum muda, anak-anak dan orang-orang penyandang disabilitas, dengan memperhitungkan secara khusus kebutuhan untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi.

3. Tanpa menunjuk secara khusus legislasi tentang masyarakat adat tertentu, sebelum menetapkan dan menerapkan legislasi dan kebijakan, perjanjian internasional dan proses pengambilan keputusan lainnya yang dapat mempengaruhi hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan, Negara-negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan petani dan orang yang bekerja di pedesaan melalui proses perwakilan mereka sendiri, terlibat dengan dan mencari dukungan sebelum suatu keputusan dibuat dari petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang dapat dipengaruhi oleh keputusan tersebut, dan menanggapi kontribusi mereka, dengan memperhitungkan ketidakseimbangan kekuatan yang ada di antara para pihak dan memastikan partisipasi yang aktif dan bebas, efektif, bermakna dan terinformasi dari individu dan kelompok-kelompok dalam proses-proses terkait dengan pengambilan keputusan itu. 
4. Negara harus menguraikan, menafsirkan dan menerapkan perjanjian dan standar internasional yang relevan di mana mereka adalah pihak dengan cara yang konsisten dengan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia mereka sebagaimana berlaku untuk para petani dan orang yang bekerja di pedesaan.

5. Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan dimana para pelaku non-negara yang berada dalam posisi mengatur, seperti individu swastas dan organisasi swasta, dan perusahaan transnasional dan bisnis lainnya, menghormati dan memperkuat hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan.

6. Negara, dengan mengakui pentingnya kerja sama internasional dalam mendukung upaya nasional untuk mencapai maksud dan tujuan Deklarasi ini, harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk upaya tersebut, antar dan dalam lingungan negara-negara dan, dengan sepantasnya, dalam kemitraan dengan organisasi-organisasi internasional dan regional serta masyarakat sipil, khususnya organisasi petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Langkah-langkah tersebut dapat meliputi:

(a) Memastikan bahwa kerja sama internasional yang relevan, termasuk program-program pembangunan internasional, adalah inklusif, dapat diakses, dan yang perlu untuk petani dan orang yang di daerah pedesaan;

(b) Memfasilitasi dan mendukung pengembangan kapasitas, termasuk melalui pertukaran dan berbagi informasi, pengalaman, program pelatihan, dan praktik-praktik terbaik;

(c) Memfasilitasi kerjasama dalam penelitian dan akses atas pengetahuan ilmiah dan teknis;

(d) Menyediakan, dengan sepantasnya, bantuan teknis dan ekonomi, fasilitasi akses atas dan berbagi teknologi yang bisa diakses, dan melalui transfer teknologi, khususnya ke negara-negara berkembang, dengan kesepakatan bersama;

(e) Memperbaiki fungsi pasar di tingkat global dan memfasilitasi akses secara tepat waktu atas informasi pasar, termasuk cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem dan daya tarik spekulasi.
Pasal 3

1. Petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan memiliki hak untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan semua instrumen HAM internasional lainnya, bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam dijalankannya hak-hak mereka dalam hal yang berdasarkan, seperti, asal, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, jenis kelamin, bahasa, budaya, status perkawinan, hak milik, disabilitas, usia, opini politik atau lainnya, agama, kelahiran atau status ekonomi, sosial atau status lainnya.

2. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas serta strategi untuk menjalankan hak mereka atas pembangunan.

3. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghilangkan kondisi-kondisi yang menyebabkan atau membuat diskriminasi menjadi terus ada, termasuk bentuk-bentuk yang memperparah dan beririsan dengan diskriminasi terhadap petani dan orang yang bekerja di pedesaan.
Pasal 4

1. Negara-negara harus mengambil semua langkah yang sepantasnya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan petani dan perempuan yang bekerja di pedesaan dan mempromosikan pemberdayaan mereka dalam rangka memastikan, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka sepenuhnya dan secara setara menikmati semua hak asasi manusia serta kebebasan dasar dan bahwa mereka dapat dengan bebas memperjuangkan, berpartisipasi dalam dan mendapat manfaat dari pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya pedesaan.

2. Negara-negara harus memastikan bahwa perempuan petani dan perempuan lain yang bekerja di daerah pedesaan menikmati tanpa diskriminasi semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi ini dan dalam instrumen-instrument hak asasi manusia internasional lainnya, termasuk hak-hak:

(a) Untuk berpartisipasi secara setara dan efektif dalam perumusan dan implementasi perencanaan pembangunan di semua tingkatan;

(b) Untuk memiliki akses yang setara atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, termasuk fasilitas layanan kesehatan yang memadai, informasi, konseling dan layanan dalam keluarga berencana;

(c) Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial;

(d) Untuk menerima semua jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan melek fungsional, dan mendapatkan manfaat dari semua layanan masyarakat dan layanan tambahan yang khusus untuk meningkatkan kemampuan teknis mereka;

(e) Untuk mengorganisir kelompok swadaya, asosiasi dan koperasi sehingga mendapatkan akses yang setara kepada kesempatan ekonomi melalui lapangan kerja atau wirausaha;

(f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan komunitas;

(g) Untuk memiliki akses yang setara atas layanan keuangan, kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran dan teknologi yang sepantasnya;

(h) Untuk mendapatkan akses yang setara, menggunakan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam, dan perlakuan yang setara atau prioritas dalam tanah dan reforma agraria dan dalam skema permukiman kembali atas lahan;

(i) Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, imbalan yang setara dan tunjangan perlindungan sosial, serta memiliki akses atas kegiatan yang menghasilkan pendapatan;

(j) Untuk bebas dari segala bentuk kekerasan.

Pasal 5

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk memiliki akses atas dan untuk menggunakan secara berkelanjutan sumber daya alam yang ada di komunitas mereka yang dibutuhkan untuk menikmati kondisi kehidupan yang memadai, seturut dengan pasal 28 Deklarasi ini. Mereka juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya ini.

2. Negaran-negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa segala eksploitasi yang mempengaruhi sumber daya alam yang secara tradisional dimiliki atau digunakan oleh petani dan orang yang bekerja di pedesaan diizinkan berdasarkan, tetapi tidak terbatas pada:

(a) Pengujian dampak sosial dan lingkungan yang dilakukan dengan baik;

(b) Konsultasi dengan itikad baik, seturut dengan pasal 2 (3) Deklarasi ini;

(c) Modalitas untuk pembagian yang berkeadilan dan setara dalam hal manfaat eksploitasi tersebut yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama antara mereka yang mengeksploitasi sumber daya alam dengan petani dan orang yang bekerja di pedesaan.
Pasal 6

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak atas hidup, integritas fisik dan mental, kebebasan dan keamanan pribadi.

2. Para petani dan orang yang bekerja di pedesaan harus tidak mengalami penangkapan atau penahanan sewenang-wenang, penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan tidak dalam perbudakan atau penghambaan. 
Pasal 7

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk diakui di mana saja sebagai pribadi di hadapan hukum.

2. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memfasilitasi kebebasan bergerak bagi para petani dan orang yang bekerja di pedesaan.

3. Negara-negara harus, dimana diperlukan, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk bekerja sama dengan maksud untuk menangani masalah tenurial lintas batas yang mempengaruhi petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang melintasi batas-batas wilayah secara internasional, sesuai dengan pasal 28 Deklarasi ini.
Pasal 8

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk kebebasan atas pekiran, keyakinan, kesadaran, agama, pendapat, ekspresi dan perkumpulan secara damai. Mereka memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat mereka, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain pilihan mereka, di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

2. Petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan memiliki hak, secara individu dan/atau secara kolektif, atau dalam perkumpulan bersama orang lain atau sebagai komunitas, untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang damai melawan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

3. Pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam artikel ini disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Maka dari itu, pelaksanaan ini  berada pada batasan tertentu, tetapi batasan-batasan ini harus ditentukan oleh hukum dan yang penting adanya:

(a) Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;

(b) Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum (ordre public), atau kesehatan masyarakat atau moral.

4. Negara-negara harus mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan perlindungan oleh otoritas yang kompeten terhadap segala kekerasan, ancaman, pembalasan, diskriminasi de jure atau de facto, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya atas setiap orang, secara individu dan bersama-sama dengan orang lain, dari apa pun sebagai konsekuensi dari atau dijalankannya dan pembelaan hak-hak yang diuraikan dalam Deklarasi ini.
Pasal 9

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi, serikat pekerja, koperasi atau organisasi atau asosiasi lain mana pun yang merupakan pilihan mereka untuk melindungi kepentingan mereka, dan untuk perundingan tawar-menawar kolektif. Organisasi-organisasi semacam itu harus bersifat independen dan sukarela, dan tetap bebas dari semua campur tangan, paksaan, atau penindasan.

2. Tidak ada batasan bagi pelaksanaan hak ini selain dari yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban umum (ordre public), perlindungan kesehatan masyarakat atau moral atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

3. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendorong pendirian organisasi petani dan orang yang bekerja di pedesaan, termasuk serikat, koperasi atau organisasi lain, terutama dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan bagi pendirian, pertumbuhan dan upaya pencapaian tujuan kegiatan mereka, termasuk diskriminasi legislatif atau administratif terhadap organisasi-organisasi semacam itu beserta anggotanya, dan menyedian mereka dengan dukungan untuk memperkuat posisi mereka ketika merundingkan perancangan kontrak guna memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dan harganya adil dan stabil dan tidak melanggar hak-hak mereka untuk mendapatkan martabat dan kehidupan yang layak.
Pasal 10

1. Petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dan bebas, secara langsung dan/atau melalui organisasi perwakilan mereka, dalam mempersiapkan dan penerapan kebijakan, program dan proyek yang dapat mempengaruhi kehidupan, lahan dan mata pencaharian mereka.

2. Negara-negara harus mempromosikan partisipasi, secara langsung dan/atau melalui organisasi perwakilan mereka, dari petani dan orang yang bekerja di pedesaan dalam proses pengambilan keputusan atas proses yang dapat mempengaruhi kehidupan, lahan dan mata pencaharian mereka; termasuk menghormati pendirian dan pertumbuhan organisasi yang kuat dan mandiri oleh para petani dan orang yang bekerja di pedesaan dan mempromosikan partisipasi mereka dalam persiapan dan penerapan standar keamanan pangan, tenaga kerja dan lingkungan yang dapat mempengaruhi mereka.
Pasal 11

1. Petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan memiliki hak untuk mencari, menerima, mengembangkan, dan memberikan informasi, termasuk informasi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi, pemrosesan, pemasaran, dan distribusi produk mereka.

2. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki akses atas informasi yang relevan, transparan, tepat waktu dan memadai dalam bahasa dan bentuk dan melalui sarana yang memadai dalam budaya mereka sehingga dapat mempromosikan pemberdayaan mereka dan untuk memastikan partisipasi mereka secara efektif dalam pengambilan keputusan hal-hal yang dapat memengaruhi kehidupan, lahan, dan mata pencaharian mereka.

3. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mempromosikan akses petani dan orang yang bekerja di pedesaan atas sistem evaluasi dan sertifikasi yang adil, tidak memihak dan sesuai kualitas atas produk mereka di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan untuk mempromosikan partisipasi mereka dalam perumusannya.
Pasal 12

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak yang efektif dan non-diskriminatif dalam akses atas keadilan, termasuk akses mendapatkan prosedur yang adil untuk menyelesaikan perselisihan dan pemulihan yang efektif atas semua pelanggaran hak asasi manusia mereka. Keputusan-keputusan semacam itu harus mempertimbangkan kebiasaan, tradisi, aturan dan sistem hukum mereka yang berkesuasian dengan kewajiban-kewajiban yang relevan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.

2. Negara-negara harus menyediakan akses non-diskriminatif, melalui badan peradilan dan administrasi yang imparsial dan kompeten, untuk mendapatkan cara-cara yang tepat waktu, terjangkau dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan dalam bahasa terkait orang yang bersangkutan, dan harus memberikan pemulihan yang efektif dan segera, yang dapat mencakup hak banding, restitusi, ganti rugi, kompensasi dan reparasi.

3. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Negara-negara harus mempertimbangkan langkah-langkah tambahan, termasuk bantuan hukum, untuk mendukung petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang tidak memiliki akses atas layanan administrasi dan peradilan.

4. Negara-negara harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperkuat institusi nasional yang relevan untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang diuraikan dalam Deklarasi ini.

5. Negara-negara harus memberi petani dan orang yang bekerja di pedesaan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan untuk pemulihan terhadap  segala tindakan yang memiliki tujuan atau pengaruh dalam pelanggaran hak asasi manusia mereka, yang secara sewenang-wenang merampas tanah dan sumber daya alam mereka atau menggusur sarana penghidupan dan integritas mereka, dan segala bentuk penempatan paksa atau pengalihan paksa penduduk. 
Pasal 13

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak atas kerja, termasuk hak untuk bebas memilih cara mereka mencari nafkah.

2. Anak-anak dari petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk dilindungi dari pekerjaan apa pun yang dapat membahayakan atau mengganggu pendidikannya, atau membahayakan kesehatan atau fisik, mental, spiritual, moral atau perkembangan sosialnya.

3. Negara-negara harus menciptakan lingkungan yang memampukan peluang pekerjaan bagi petani dan orang yang bekerja di pedesaan serta untuk keluarga mereka sehingga mendapatkan upah yang mampu membentuk standar hidup yang memadai.

4. Di Negara-negara yang menghadapi tingkat kemiskinan pedesaan yang tinggi dan tidak adanya kesempatan kerja di sektor lain, Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendirikan dan mempromosikan sistem pangan berkelanjutan yang cukup padat karya untuk berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang layak.

5. Negara-negara, dengan memperhitungkan ciri khusus pertanian dan perikanan skala kecil, harus memantau kepatuhan atas undang-undang ketenagakerjaan dengan mengalokasikan, jika diperlukan, sumber daya yang perlu untuk memastikan berjalannya pengawasan ketenagakerjaan yang efektif di daerah pedesaan.

6. Tidak seorang pun boleh ada dalam kerja paksa, terikat atau paksaan, yang berisiko memunculkan korban perdagangan manusia atau ada dalam bentuk perbudakan kontemporer lainnya. Negara-negara harus, dalam konsultasi dan kerjasama dengan petani dan orang yang bekerja di pedesaan serta organisasi perwakilan mereka, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi mereka dari eksploitasi ekonomi, pekerja anak dan semua bentuk perbudakan kontemporer, seperti ikatan hutang perempuan, laki-laki dan anak-anak, dan kerja paksa, termasuk nelayan dan pekerja ikan, pekerja hutan, atau pekerja musiman atau migran.
Pasal 14

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan, terlepas apakah mereka pekerja sementara, musiman atau migran, memiliki hak atas kerja dalam kondisi kerja yang aman dan sehat, untuk berpartisipasi dalam penerapan dan peninjauan langkah-langkah keselamatan dan kesehatan, untuk memilih perwakilan kesehatan dan keamanan serta perwakilan dalam komite keselamatan dan kesehatan, untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan, pengurangan dan pengendalian bahaya dan risiko, untuk memiliki akses atas sarana pakai dan peralatan pelindung yang memadai dan layak dan informasi serta pelatihan yang memadai tentang keselamatan kerja, atas kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk pelecehan seksual, untuk melaporkan kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat dan untuk menjauhkan diri dari bahaya diakibatkan oleh aktivitas kerja mereka ketika mereka secara masuk akal percaya bahwa ada risiko yang dekat dan serius bagi keselamatan atau kesehatan mereka, tanpa mendapatkan retaliasi terkait pekerjaan karena menjalankan hak-hak tersebut.

2. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk tidak menggunakan atau tidak terpapar bahan berbahaya atau bahan kimia beracun, termasuk bahan kimia pertanian atau bahan pencemar pertanian atau industri.

3. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para petani dan orang yang bekerja di pedesaan, dan harus secara khusus menugaskan otoritas kompeten yang tepat yang bertanggung jawab dan membangun mekanisme koordinasi lintas sektoral untuk pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum serta peraturan nasional tentang keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pertanian, agroindustri dan perikanan, menyediakan langkah-langkah pembetulan dan hukuman yang sesuai, dan membangun dan mendukung sistem inspeksi yang memadai dan tepat untuk tempat kerja pedesaan.

4. Negara-negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan:

(a) Pencegahan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan akibat teknologi, bahan kimia dan praktik pertanian, termasuk melalui larangan dan pembatasannya;

(b) Sistem nasional yang layak atau sistem lain yang disetujui oleh otoritas yang kompeten yang menetapkan kriteria khusus untuk impor, klasifikasi, pengemasan, distribusi, pelabelan dan penggunaan bahan kimia yang digunakan dalam pertanian, dan untuk larangan atau pembatasannya;

(c) Bahwa mereka yang memproduksi, mengimpor, menyediakan, menjual, mentransfer, menyimpan atau membuang bahan kimia yang digunakan dalam pertanian harus mematuhi standar keselamatan dan kesehatan nasional atau standar lain yang diakui, dan menyediakan informasi yang perlu dan sesuai bagi pengguna dalam bahasa resmi yang sesuai atau bahasa dalam negara tersebut dan, atas permintaan, bagi otoritas yang kompeten;

(d) Bahwa ada sebuah sistem yang cocok untuk pengumpulan, daur ulang, dan pembuangan limbah kimia yang aman, bahan kimia yang sudah usang dan wadah bahan kimia yang kosong untuk menghindari penggunaan dengan tujuan lain dan untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan dan lingkungan;

(e) Pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan dan kesadaran publik tentang kesehatan dan dampak lingkungan dari bahan kimia yang biasa digunakan di daerah pedesaan, dan tentang alternatif atasnya. 
Pasal 15

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak atas pangan yang layak dan hak mendasar untuk bebas dari kelaparan. Hak ini mencakup hak untuk memproduksi pangan dan hak atas gizi yang layak, yang menjamin adanya kemungkinan untuk dinikmatinya tingkat perkembangan fisik, emosional, dan intelektual yang tertinggi.
2. Negara-negara harus memastikan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan mendapatkan akses fisik dan ekonomis kapan pun untuk mendapatkan pangan yang layak dan memadai yang diproduksi dan dikonsumsi secara berkelanjutan dan merata, yang menghormati budaya mereka, yang menjaga akses pangan untuk generasi mendatang, dan yang menjamin kehidupan yang semakin penuh dan bermartabat secara fisik dan mental, secara individu dan/atau bersama-sama, yang menanggapi kebutuhan mereka.

3. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberantas gizi buruk pada anak-anak pedesaan, termasuk dalam kerangka layanan kesehatan primer melalui, antara lain, penerapan teknologi yang sudah tersedia dan penyediaan pangan bergizi yang memadai dan dengan memastikan bahwa perempuan mendapatkan gizi yang layak selama kehamilan dan menyusui. Negara-negara juga harus memastikan bahwa semua segmen masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak, mendapatkan informasi, memiliki akses atas pendidikan gizi dan didukung dalam menggunakan pengetahuan dasar tentang gizi anak dan manfaat menyusui.

4. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri, yang diakui oleh banyak Negara dan wilayah di dunia sebagai sebagai hak atas kedaulatan pangan. Hal ini termasuk hak atas partisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pangan dan pertanian dan hak atas pangan yang sehat dan layak yang dihasilkan melalui metode ekologis yang kuat dan berkelanjutan yang menghargai budaya mereka.

5. Negara-negara harus merumuskan, dalam kemitraan dengan petani dan orang yang bekerja di pedesaan, kebijakan publik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk memajukan dan melindungi hak atas pangan yang layak, keamanan pangan dan kedaulatan pangan serta sistem pangan yang berkelanjutan dan berkadilan yang memajukan dan melindungi hak-hak yang terkandung dalam Deklarasi ini. Negara-negara harus mendirikan mekanisme untuk memastikan koherensi kebijakan pertanian, ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan mereka terhadap pewujudan hak-hak yang terkandung dalam Deklarasi ini.
Pasal 16

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak atas standar kehidupan yang layak untuk diri mereka sendiri dan keluarganya dan atas fasilitasi akses alat-alat produksi yang diperlukan untuk mencapainya, termasuk alat-alat produksi, bantuan teknis, kredit, asuransi dan jasa keuangan lainnya. Mereka juga memiliki hak untuk terlibat secara bebas, secara individu dan/atau kolektif, dalam berhubungan dengan orang lain atau sebagai komunitas, dalam cara-cara tradisional atas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan dan untuk mengembangkan sistem komersialisasi berbasis komunitas.

2. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mendukung akses petani dan orang yang bekerja di pedesaan atas sarana transportasi dan fasilitas pemrosesan, pengeringan dan penyimpanan yang penting untuk menjual produk mereka di pasar lokal, nasional dan regional dengan harga yang menjamin pendapatan dan penghidupan yang layak.

3. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat dan mendukung pasar lokal, nasional dan regional dengan cara-cara yang memfasilitasi dan memastikan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki akses dan partisipasi penuh serta adil atas pasar-pasar tersebut untuk menjual produk mereka dengan harga yang memungkinkan mereka beserta keluarganya untuk mencapai standar hidup yang layak.

4. Negara-negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan pedesaan, pertanian, lingkungan, perdagangan dan investasi berkontribusi secara efektif untuk melindungi dan memperkuat opsi penghidupan lokal dan untuk transisi ke moda produksi pertanian yang berkelanjutan. Negara-negara harus menstimulasi produksi berkelanjutan, termasuk produksi agroekologi dan organik, kapanpun memungkinkan, dan memfasilitasi penjualan langsung petani-ke-konsumen.

5. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat ketahanan petani dan orang yang bekerja di pedesaan terhadap bencana alam dan disrupsi besar lainnya, seperti kegagalan pasar.

6. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan upah yang adil dan remunerasi yang setara untuk pekerjaan yang bernilai sama, tanpa pembedaan apa pun.
Pasal 17

1. Petani dan orang yang tinggal di pedesaan memiliki hak atas tanah, secara individu dan/atau kolektif, sesuai dengan pasal 28 Deklarasi ini, termasuk hak untuk akses atas, menggunakan dan mengelola tanah dan badan air, laut pesisir, perikanan, padang rumput dan hutan di dalamnya secara berkelanjutan, standar hidup yang layak, untuk memiliki tempat untuk hidup dalam keamanan, kedamaian dan martabat dan untuk mengembangkan budaya mereka.

2. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menghapus dan melarang segala bentuk diskriminasi yang berkaitan dengan hak atas tanah, termasuk yang diakibatkan oleh perubahan status perkawinan, kurangnya kapasitas hukum atau kurangnya akses ke sumber daya ekonomi.

3. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyediakan pengakuan hukum untuk hak tenurial tanah, termasuk hak tenurial tanah adat yang saat ini tidak dilindungi oleh hukum, dengan mengakui keragaman keberadaan model dan sistem. Negara-negara harus melindungi tenurial yang sah dan memastikan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan tidak digusur secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dan bahwa hak-hak mereka dengan itu dihilangkan atau dilanggar. Negara-negara harus mengakui dan melindungi hak common alam mereka dan sistem terkait dengan itu terkait penggunaan dan tata kelola mereka.

4. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk dilindungi dari pemindahan paksa yang sewenang-wenang dan tidak sah dari tanah atau tempat mereka hidup, atau dari sumber daya alam lain yang digunakan untuk kegiatan mereka dan penting untuk dinikmatinya kondisi kehidupan yang layak. Negara-negara harus menyusun perlindungan melawan pemindahan paksa dalam peraturan perundangan domestik yang konsisten dengan hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter. Negara-negara harus melarang penggusuran paksa yang sewenang-wenang dan tidak sah, penghancuran wilayah pertanian dan penyitaan atau pengambilalihan tanah dan sumber daya alam lainnya, termasuk sebagai tindakan hukuman atau sebagai cara atau metode perang.

5. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang telah dirampas secara sewenang-wenang atau tidak sah dari tanah mereka memiliki hak, secara individu dan/atau secara kolektif, dalam hubungannya dengan orang lain atau sebagai komunitas, kembali ke tanah mereka di mana mereka dirampas secara sewenang-wenang atau tidak sah, termasuk dalam kasus-kasus bencana alam dan/atau konflik bersenjata, dan melakukan pemulihan kembali akses mereka atas sumber daya alam yang digunakan untuk kegiatan mereka dan yang perlu untuk dinikmatinya kondisi kehidupan yang layak, kapanpun memungkinkan, atau untuk menerima kompensasi yang adil, setara dan sah saat mereka tidak mungkin kembali.

6. Dimana diperlukan, Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melakukan reforma agraria untuk memfasilitasi akses yang luas dan berkeadilan atas tanah dan sumber daya alam lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan menikmati kondisi kehidupan yang layak, dan untuk membatasi konsentrasi dan kontrol tanah yang berlebihan, dengan memperhitungkan fungsi sosialnya. Petani tak bertanah, orang muda, nelayan skala kecil dan pekerja pedesaan lainnya seharusnya diberi prioritas dalam alokasi lahan publik, perikanan dan hutan.

7. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang ditujukan untuk konservasi dan penggunaan lahan dan sumber daya alam berkelanjutan yang digunakan dalam produksi, termasuk melalui agroekologi, dan memastikan kondisi untuk regenerasi kapasitas serta siklus biologis dan alami lainnya.
Pasal 18

1. Petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan memiliki hak atas konservasi dan perlindungan lingkungan dan atas kapasitas produktif dari tanah mereka, dan dari sumber daya yang mereka gunakan dan kelola.

2. Negara-negara harus mengambil langkah yang perlu untuk memastikan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan menikmati, tanpa diskriminasi, suatu lingkungan yang aman, bersih dan sehat.

3. Negara-negara harus mematuhi pada kewajiban internasional masing-masing untuk memerangi perubahan iklim. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk berkontribusi pada desain dan pelaksanaan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim nasional dan lokal, termasuk melalui penggunaan praktik dan pengetahuan tradisional.

4. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa tidak ada bahan berbahaya, zat atau limbah disimpan atau dibuang di tanah petani dan orang yang bekerja di pedesaan, dan harus bekerja sama untuk mengatasi ancaman bagi dijalankannya hak-hak mereka akibat dari kerusakan lingkungan lintas batas wilayah.

5. Negara harus melindungi petani dan orang yang bekerja di pedesaan dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pelaku non-Negara, termasuk dengan menegakkan hukum lingkungan yang berkontribusi, secara langsung atau tidak langsung, terhadap perlindungan hak-hak petani atau orang yang bekerja di pedesaan.
Pasal 19

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan mempunyak hak atas benih, seturut dengan pasal 28 Deklarasi ini, termasuk:

(a) Hak atas perlindungan pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;

(b) Hak atas partisipasi berkeadilan atas berbagi manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;

(c) Hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang yang berhubungan dengan konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;

(d) Hak atas penyimpanan menyimpan, penggunaan, pertukaran, dan penjualan benih bahan penyebar yang disimpan dalam pertanian.

2. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk memelihara, mengontrol, melindungi dan mengembangkan benih dan pengetahuan tradisional mereka sendiri.

3. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas benih petani dan orang yang bekerja di pedesaan.

4. Negara-negara harus memastikan bahwa benih dengan kualitas dan kuantitas yang cukup tersedia bagi petani dalam waktu yang paling tepat untuk penanaman dan dengan harga yang terjangkau.

5. Negara-negara harus mengakui hak-hak petani untuk bergantung pada benih mereka sendiri atau pada benih lain yang tersedia di daerahnya menjadi pilihan mereka dan untuk memutuskan tanaman pangan dan spesies mana yang ingin mereka tanam.

6. Negara-negara harus mengambil langkah yang perlu untuk mendukung sistem benih petani dan mempromosikan penggunaan benih dari petani dan keanekaragaman hayati.

7. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahwa penelitian dan pengembangan pertanian mengintegrasikan kebutuhan petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan serta memastikan partisipasi aktif mereka dalam penentuan prioritas dan dalam pengerjaan penelitian dan pengembangan, dengan memperhitungkan pengalaman mereka, dan meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan benih dan tanaman asal yang memenuhi kebutuhan petani dan orang yang bekerja di pedesaan.

8. Negara-negara harus memastikan bahwa kebijakan benih, perlindungan varietas tanaman dan peraturan perundangan kekayaan intelektual lainnya, skema sertifikasi dan undang-undang pemasaran benih menghormati dan memperhitungkan hak, kebutuhan, dan kenyataan petani serta orang yang bekerja di pedesaan.
Pasal 20

1. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu, seturut dengan kewajiban internasional relevan, untuk mencegah penipisan dan memastikan konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk mempromosikan dan melindungi penggunaan dinikmatinya secara penuh hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan.

2. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mempromosikan dan melindungi pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik petani dan orang yang bekerja di pedesaan, termasuk agraria, pastoral, kehutanan, perikanan, ternak tradisional dan sistem agroekologi yang relevan dalam konservasi dan penggunaan berkelanjutan atas keanekaragaman hayati.

3. Negara-negara harus mencegah risiko terjadinya pelanggaran hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang muncul akibat dari pengembangan, penanganan, pengangkutan, penggunaan, pemindahan, atau pelepasan organisme hasil modifikasi genetik.
Pasal 21

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak asasi manusia atas air minum yang aman dan bersih dan atas sanitasi, yang sangat penting untuk dinikmatinya kehidupan dan semua hak asasi manusia serta martabat manusia. Hak-hak ini termasuk sistem pasokan air dan fasilitas sanitasi yang berkualitas baik, terjangkau dan dapat diakses secara fisik, serta tidak diskriminatif dan dapat diterima dalam hal budaya maupun gender.
2. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak atas air untuk keperluan pribadi dan rumah tangga, bertani, perikanan dan peternakan dan untuk mengamankan penghidupan terkait air lainnya, yang memastikan konservasi, pemulihan dan penggunaan air yang berkelanjutan. Mereka memiliki hak atas akses berkadilan atas air dan sistem pengelolaan air, dan hak untuk bebas dari pemutusan yang sewenang-wenang atau kontaminasi pasokan air.
3. Negara-negara harus menghormati, melindungi dan memastikan akses atas air, termasuk dalam sistem pengelolaan air berbasis masyarakat dan adat, dengan dasar yang non-diskriminatif, dan harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin air yang terjangkau bagi penggunaan pribadi, ruma tangga dan produktif, dan perbaikan sanitasi, khususnya untuk perempuan dan anak perempuan pedesaan dan orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan, seperti penggembala nomaden, pekerja perkebunan, semua migran tanpa memandang status migrasi mereka dan orang yang tinggal di pemukiman tidak teratur atau informal. Negara-negara harus mempromosikan teknologi yang sesuai dan terjangkau, termasuk teknologi irigasi, dan teknologi untuk menggunakan ulang air olah limbah yang dan untuk mengumpulkan serta menyimpan air.
4. Negara-negara harus melindungi dan memulihkan ekosistem yang berkaitan dengan air, termasuk gunung, hutan, lahan basah, sungai, akuifer dan danau, dari penggunaan yang berlebihan dan kontaminasi oleh zat-zat berbahaya, khususnya oleh limbah industri dan mineral dan bahan kimia yang terkonsentrasi yang berasal dari peracunan cepat atau lambat.
5. Negara-negara harus mencegah pihak ketiga untuk tidak menggerus dinikmatinya hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan atas air. Negara-negara harus memprioritaskan air bagi kebutuhan manusia sebelum penggunaan lainnya, dengan mempromosikan konservasi, restorasi dan penggunaannya secara berkelanjutan.
Pasal 22

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

2. Negara-negara, seturut dengan keadaan nasional masing-masing, harus mengambil langkah yang tepat untuk mempromosikan dinikmatinya hak atas jaminan sosial semua pekerja migran di daerah pedesaan.

3. Negara-negara harus mengakui hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan, seturut dengan keadaan nasionalnya, seharusnya membangun atau mempertahankan batas bawah perlindungan sosial mereka yang terdiri dari jaminan jaminan sosial dasar. Jaminan-jaminan tersebut harus memastikan secara minimum bahwa, selama dalam siklus hidup, semua yang membutuhkan mempunyai hak atas layanan dasar kesehatan, dan untuk keamanan dasar atas penghasilan, yang secara bersama memastikan akses efektif atas barang dan layanan yang ditentukan sebagai penting di tingkat nasional. 
4. Jaminan-jaminan sosial dasar seharusnya ditetapkan dengan hukum. Prosedur pengaduan dan banding yang imparsial, transparan, efektif, dapat diakses, dan terjangkau juga seharusnya dirumuskan. Sistem seharusnya ditetapkan untuk meningkatkan kepatuhan dalam kerangka hukum nasional.
Pasal 23

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai. Mereka juga memiliki hak atas akses, tanpa segala diskriminasi, ke semua layanan sosial dan kesehatan.

2. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk menggunakan dan melindungi perobatan tradisional mereka dan untuk menjaga praktik kesehatan mereka, termasuk akses atas dan konservasi tanaman, hewan dan mineral mereka dalam penggunaan perobatan.

3. Negara-negara harus menjamin akses atas fasilitas kesehatan, barang dan jasa di daerah pedesaan secara non-diskriminatif, terutama bagi kelompok-kelompok yang sedang berada di dalam situasi rentan, akses atas perobatan pokok, imunisasi terhadap penyakit menular yang utama, kesehatan reproduksi, informasi mengenai masalah kesehatan utama yang mempengaruhi masyarakat, termasuk metode pencegahan dan pengendaliannya, perawatan kesehatan ibu dan anak, sebagaimana juga pelatihan bagi tenaga kesehatan, termasuk pendidikan tentang kesehatan dan hak asasi manusia.
Pasal 24

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak atas perumahan yang layak. Mereka memiliki hak untuk mempertahankan rumah dan komunitas yang aman dimana mereka hidup damai dan bermartabat, dan dalam konteks ini, hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi.
2. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk dilindungi dari penggusuran paksa dari rumah mereka, pelecehan dan ancaman lainnya.

3. Negara-negara tidak boleh, secara sewenang-wenang atau melawan hukum, baik sementara atau permanen, memindahkan petani atau orang yang bekerja di pedesaan dari rumah atau tanah yang mereka tempati, berlawanan kehendak mereka, tanpa menyediakan atau memberikan akses ke bentuk-bentuk perlindungan hukum atau perlindungan lain yang sesuai. Ketika penggusuran tidak dapat dihindari, Negara harus menyediakan atau menjamin kompensasi yang pantas dan adil atas segala kerugian material atau lainnya.
Pasal 25

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak atas pelatihan yang layak sesuai dengan lingkungan agroekologi, sosiokultural dan ekonomi spesifik di mana mereka mengupayakan sendiri. Program pelatihan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, perbaikan produktivitas, pemasaran, dan kemampuan untuk mengatasi hama, patogen, guncangan sistem, efek bahan kimia, perubahan iklim, dan peristiwa-peristiwa terkait cuaca.

2. Semua anak petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak atas pendidikan seturut dengan budaya mereka dan dengan semua hak yang terkandung dalam instrumen hak asasi manusia.

3. Negara-negara harus mendorong kemitraan antara petani-ilmuwan yang berkeadilan dan partisipatif, seperti sekolah lapangan petani, pemuliaan tanaman yang bersifat partisipatif serta klinik kesehatan hewan dan tanaman, untuk menangani tantangan yang muncul yang dihadapi petani dan orang yang bekerja di pedesaan.

4. Negara harus berinvestasi dalam penyelenggaraan pelatihan, informasi pasar, dan layanan nasehat di tingkat pengerjaan pertanian.
Pasal 26

1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk menikmati budaya mereka sendiri dan untuk memperjuangkan perkembangan budaya mereka secara bebas, tanpa campur tangan atau segala bentuk diskriminasi.

Mereka juga memiliki hak untuk memelihara, mengekspresikan, mengontrol, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan lokal mereka, seperti cara hidup, metode produksi atau teknologi, atau adat dan tradisi. Tidak seorang pun dapat menggalang hak budaya untuk melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional atau untuk membatasi ruang lingkup mereka.

2. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak, secara masing-masing dan/atau secara kolektif, dalam hubungannya dengan orang lain atau sebagai komunitas, atas ekespresi adat istiadat, bahasa, budaya, agama, sastra dan seni setempat, seturut dengan standar hak asasi manusia internasional .

3. Negara-negara harus menghormati, dan mengambil langkah-langkah untuk mengakui dan melindungi, hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional mereka dan menghilangkan diskriminasi terhadap pengetahuan tradisional, praktik dan teknologi petani dan orang yang bekerja di pedesaan.
Pasal 27

1. Badan-badan khusus, dana dan program-program dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa serta organisasi antar pemerintah lainnya, termasuk organisasi keuangan internasional dan regional, harus berkontribusi untuk mewujudkan Deklarasi ini secara menyeluruh, termasuk melalui mobilisasi bantuan pembangunan dan kerjasama. Cara dan sarana untuk memastikan partisipasi petani dan orang yang bekerja di pedesaan dalam masalah yang mempengaruhi mereka harus dipertimbangkan.

2. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, dana dan program-programnya, serta organisasi antar pemerintah lainnya, termasuk organisasi keuangan internasional dan regional, harus mempromosikan rasa hormat dan penerapan penuh Deklarasi ini secara menyeluruh dan menindaklanjuti untuk keefektifannya.
Pasal 28

1. Tidak ada dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengurangan, penggerusan atau peniadaan hak-hak yang petani dan orang yang bekerja di pedesaan serta masyarakat adat yang saat ini ada atau akan dimiliki di masa mendatang.

2. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua, tanpa diskriminasi dalam segala bentuk, harus dihormati selama dijalankannya hak-hak yang dinyatakan dalam Deklarasi ini. Dijalankannya hak-hak yang diatur dalam Deklarasi ini hanya akan tunduk pada batasan-batasan seperti yang ditentukan oleh hukum dan yang patuh pada kewajiban hak asasi manusia internasional. Segala batasan yang disebutkan di atas harus bersifat non-diskriminatif dan semata-mata untuk tujuan pengakuan dan penghormatan yang harus ada atas hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi keadilan dan persyaratan terkuat untuk  masyarakat demokratis. 
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